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	ABSTRAK

	Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menandai transformasi fundamental pengaturan tindak pidana pencucian uang dari rezim hukum pidana khusus menuju kodifikasi hukum pidana nasional. Penelitian yuridis normatif ini menganalisis konstruksi yuridis, implikasi pemidanaan, dan harmonisasi dengan standar internasional menggunakan pendekatan komparatif terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Bahan hukum primer mencakup UU No. 8/2010, UU No. 1/2023, dan UU No. 7/2011 tentang Mata Uang, dianalisis melalui metode deskriptif-komparatif dengan interpretasi sistematis dan historis. Hasil penelitian menunjukkan perubahan signifikan dalam rumusan delik yang menekankan unsur kesengajaan dan tujuan menyembunyikan asal-usul harta, potensi tumpang tindih normatif yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia khususnya terkait mekanisme pembuktian terbalik, serta kesesuaian dengan rekomendasi Financial Action Task Force meskipun memerlukan penguatan implementatif pada transparansi kepemilikan manfaat dan pengawasan profesi penunjang keuangan. Penelitian merekomendasikan perlunya peraturan pelaksanaan yang mengatur hubungan antar regulasi, peningkatan kapasitas penegak hukum dalam forensik keuangan, dan revisi regulasi untuk menutup celah penyalahgunaan struktur korporasi dalam pencucian uang.


	

	

	Kata Kunci: pencucian uang, kodifikasi hukum pidana, harmonisasi internasional


	
1. Pendahuluan
Tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan yang memiliki karakteristik kompleks dan berdimensi transnasional, yang tidak hanya mengancam stabilitas sistem keuangan tetapi juga merusak sendi-sendi perekonomian nasional serta integritas kelembagaan negara. Fenomena pencucian uang telah berkembang seiring dengan kemajuan teknologi finansial dan globalisasi ekonomi, menciptakan tantangan baru bagi penegakan hukum di Indonesia. Kejahatan ini pada hakikatnya merupakan upaya sistematis untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana, sehingga seolah-olah tampak sebagai aset yang sah dan legal. Permasalahan pencucian uang di Indonesia mengalami perkembangan signifikan, baik dari segi modus operandi maupun kompleksitas jaringan pelakunya, yang menuntut adanya pembaruan regulasi yang lebih adaptif dan komprehensif. Dinamika perkembangan kejahatan pencucian uang menunjukkan kecenderungan peningkatan yang mengkhawatirkan, terutama terkait dengan kejahatan asal (predicate crime) seperti korupsi, narkotika, dan kejahatan terorganisir lainnya yang menghasilkan keuntungan ekonomi dalam jumlah besar. Kondisi ini memerlukan respons hukum yang tidak hanya bersifat represif tetapi juga preventif melalui penguatan kerangka regulasi yang mampu mengantisipasi berbagai bentuk kejahatan finansial modern.
Kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menandai babak baru dalam sistem pemidanaan Indonesia,(Undang -Undang Republik Indonesia, 2023) termasuk dalam pengaturan tindak pidana pencucian uang. Kodifikasi hukum pidana nasional ini membawa implikasi fundamental terhadap reposisi tindak pidana pencucian uang dalam arsitektur hukum pidana Indonesia. Sebelum berlakunya undang-undang tersebut, pengaturan tindak pidana pencucian uang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai regulasi khusus yang berdiri sendiri di luar kodifikasi hukum pidana umum.(Undang-Undang Republik Indonesia, 2010) Transformasi pengaturan ini menimbulkan pertanyaan krusial mengenai bagaimana posisi, ruang lingkup, dan mekanisme pemidanaan terhadap tindak pidana pencucian uang dalam konstelasi hukum pidana nasional yang baru. Perubahan paradigma pengaturan dari rezim hukum pidana khusus menuju integrasi dalam kodifikasi hukum pidana umum membawa konsekuensi yuridis yang perlu dikaji secara mendalam, terutama berkaitan dengan asas-asas pemidanaan, pola pertanggungjawaban pidana, serta harmonisasi dengan ketentuan internasional dalam pencegahan dan pemberantasan pencucian uang.(Wahyuningsih & Rismanto, 2025)
Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji aspek-aspek tindak pidana pencucian uang dari berbagai perspektif akademis. Penelitian yang dilakukan oleh Ginting memfokuskan pada efektivitas penerapan prinsip follow the money dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang di Indonesia, dengan menekankan pentingnya penelusuran aliran dana sebagai strategi pembuktian yang efektif dalam mengungkap jaringan kejahatan ekonomi.(Ginting, 2021) Sementara itu, kajian yang dilaksanakan oleh Lasmadi dan Sudarti menganalisis problematika pembuktian tindak pidana pencucian uang dalam perspektif perlindungan hak asasi terdakwa, yang menyoroti dilema antara kepentingan penegakan hukum dengan jaminan hak-hak prosedural tersangka atau terdakwa.(Lasmadi & Sudarti, 2021) Penelitian lain yang dilakukan oleh Mouriska dan Purwati mengeksplorasi harmonisasi regulasi pencegahan pencucian uang dengan standar internasional Financial Action Task Force, yang mengidentifikasi kesenjangan antara praktik Indonesia dengan rekomendasi global dalam rezim anti pencucian uang.(Mouriska & Purwati, 2025) Studi yang dikembangkan oleh Ronaldo dkk. mengkaji implementasi prinsip pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang dan implikasinya terhadap asas praduga tidak bersalah, yang menunjukkan kompleksitas penerapan mekanisme pembuktian terbalik dalam sistem peradilan pidana Indonesia.(Ronaldo et al., 2022) Sementara penelitian Wahyuningsih dan Rismanto menganalisis kebijakan kriminalisasi tindak pidana pencucian uang dalam perspektif kebijakan hukum pidana, yang membahas rasionalitas dan proporsionalitas sanksi pidana terhadap pelaku pencucian uang.(Wahyuningsih & Rismanto, 2025) Adapun kajian yang dilakukan oleh Rosikhu memfokuskan pada peran lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam sistem pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yang mengidentifikasi berbagai tantangan kelembagaan dalam optimalisasi fungsi deteksi dini transaksi keuangan mencurigakan.(Rosikhu, 2020)
Meskipun telah banyak penelitian yang mengkaji tindak pidana pencucian uang, namun terdapat kekosongan riset (research gap) yang signifikan terkait dengan analisis komparatif pengaturan tindak pidana pencucian uang sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.(Undang-Undang Republik Indonesia, 2023) Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung mengkaji tindak pidana pencucian uang dalam kerangka regulasi khusus yang terpisah dari kodifikasi hukum pidana umum, sehingga belum menyentuh dimensi reposisi sistemik pencucian uang dalam arsitektur hukum pidana nasional yang baru. Kesenjangan penelitian ini menjadi semakin penting mengingat transformasi fundamental yang terjadi dalam sistem pemidanaan Indonesia pasca berlakunya kodifikasi hukum pidana baru, yang berpotensi mengubah paradigma pemidanaan terhadap tindak pidana pencucian uang baik dari aspek substantif maupun prosedural. Belum adanya kajian komprehensif yang membandingkan konstruksi yuridis, filosofis, dan sosiologis pengaturan tindak pidana pencucian uang dalam dua rezim hukum yang berbeda ini menciptakan urgensi akademis untuk melakukan penelitian yang mengisi kekosongan tersebut. Analisis komparatif menjadi krusial untuk memahami implikasi perubahan pengaturan terhadap efektivitas penegakan hukum, perlindungan hak asasi, serta harmonisasi dengan standar internasional dalam pencegahan dan pemberantasan pencucian uang.
Kebaruan penelitian (novelty) ini terletak pada pendekatan komparatif sistematis yang menganalisis reposisi tindak pidana pencucian uang dalam sistem pemidanaan nasional dengan membandingkan konstruksi hukum sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Penelitian ini menawarkan perspektif baru dalam memahami transformasi pengaturan pencucian uang dari rezim hukum pidana khusus menuju integrasi dalam kodifikasi hukum pidana umum, dengan mengidentifikasi perubahan-perubahan fundamental dalam rumusan delik, sistem pertanggungjawaban pidana, mekanisme pemidanaan, serta implikasinya terhadap praktik penegakan hukum. Kebaruan lain dari penelitian ini adalah analisis mendalam terhadap konsistensi internal pengaturan pencucian uang dalam KUHP baru dengan prinsip-prinsip hukum pidana modern, serta harmonisasinya dengan konvensi internasional dan rekomendasi Financial Action Task Force. Penelitian ini juga menghadirkan kontribusi teoretis berupa kerangka konseptual baru dalam memahami kedudukan tindak pidana pencucian uang sebagai kejahatan yang bersifat sui generis dalam sistem hukum pidana Indonesia, yang memiliki karakteristik khusus namun tetap tunduk pada asas-asas umum hukum pidana. Dimensi kebaruan lainnya adalah kajian terhadap implikasi praktis perubahan pengaturan ini bagi para penegak hukum, praktisi hukum, lembaga keuangan, serta masyarakat luas dalam konteks pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang di era digital dan globalisasi ekonomi.(Tuliakov, 2025)
Berdasarkan latar belakang dan identifikasi kesenjangan penelitian yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: pertama, bagaimana konstruksi yuridis pengaturan tindak pidana pencucian uang sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dalam sistem pemidanaan nasional? Kedua, apa implikasi yuridis reposisi tindak pidana pencucian uang dalam kodifikasi hukum pidana nasional terhadap efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak asasi? Ketiga, bagaimana harmonisasi pengaturan tindak pidana pencucian uang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan standar internasional pencegahan dan pemberantasan pencucian uang? Ketiga rumusan masalah ini dirancang untuk mengeksplorasi secara komprehensif dinamika perubahan pengaturan tindak pidana pencucian uang dalam perspektif komparatif, sehingga dapat memberikan pemahaman holistik tentang reposisi kejahatan ini dalam arsitektur hukum pidana Indonesia kontemporer.(Lasmadi & Sudarti, 2021)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan konstruksi yuridis pengaturan tindak pidana pencucian uang sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, sehingga dapat diidentifikasi perubahan-perubahan fundamental dalam rumusan delik, unsur-unsur tindak pidana, sistem pertanggungjawaban pidana, serta mekanisme pemidanaan. Tujuan selanjutnya adalah mengidentifikasi dan menganalisis implikasi yuridis dari reposisi tindak pidana pencucian uang dalam kodifikasi hukum pidana nasional, khususnya terhadap efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi harmonisasi pengaturan tindak pidana pencucian uang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan standar internasional yang ditetapkan oleh konvensi-konvensi internasional dan rekomendasi Financial Action Task Force, sehingga dapat diketahui tingkat kesesuaian regulasi nasional dengan praktik terbaik global dalam pencegahan dan pemberantasan pencucian uang.(Mouriska & Purwati, 2025)
Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoretis berupa kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam kajian hukum pidana khusus dan kebijakan kriminal terkait kejahatan ekonomi dan kejahatan kerah putih. Secara teoretis, penelitian ini akan memperkaya diskursus akademik tentang posisi kejahatan pencucian uang dalam sistem pemidanaan nasional serta memberikan kerangka konseptual baru dalam memahami transformasi pengaturan kejahatan keuangan dalam era kodifikasi hukum pidana modern. Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pembuat kebijakan dalam menyempurnakan regulasi tindak pidana pencucian uang, serta memberikan panduan bagi para penegak hukum dalam menerapkan ketentuan-ketentuan baru terkait pencucian uang dalam praktik peradilan. Manfaat praktis lainnya adalah memberikan pemahaman yang lebih baik kepada praktisi hukum, lembaga keuangan, dan pelaku usaha tentang kewajiban-kewajiban hukum dalam pencegahan pencucian uang sesuai dengan kerangka regulasi terbaru. Bagi masyarakat luas, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran tentang bahaya pencucian uang dan pentingnya partisipasi dalam pencegahan kejahatan yang merusak tatanan ekonomi dan sosial ini.(Wahyuningsih & Rismanto, 2025)
2.  Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berorientasi pada kajian kepustakaan terhadap norma-norma hukum tertulis dengan menganalisis pengaturan tindak pidana pencucian uang dalam sistem perundang-undangan Indonesia. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini memfokuskan pada analisis komparatif terhadap perubahan konstruksi hukum positif sebelum dan sesudah berlakunya kodifikasi hukum pidana nasional yang baru. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai regulasi yang mengatur rezim anti pencucian uang sebelum kodifikasi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merepresentasikan transformasi pengaturan dalam kodifikasi hukum pidana nasional, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang mengatur aspek transaksi keuangan yang relevan dengan mekanisme pencucian uang. Ketiga regulasi ini dipilih karena membentuk kerangka normatif yang komprehensif dalam memahami reposisi tindak pidana pencucian uang dalam arsitektur hukum pidana Indonesia kontemporer.(Marzuki, 2021)
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan inventarisasi, identifikasi, dan klasifikasi bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum sekunder yang digunakan mencakup buku-buku teks hukum pidana, jurnal ilmiah terakreditasi, hasil penelitian terdahulu, dan karya ilmiah yang membahas tindak pidana pencucian uang serta pembaharuan hukum pidana nasional. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-komparatif melalui teknik interpretasi sistematis dan interpretasi historis untuk membandingkan konstruksi normatif pengaturan pencucian uang dalam dua rezim hukum yang berbeda. Proses analisis dimulai dengan melakukan inventarisasi pasal-pasal yang mengatur tindak pidana pencucian uang dalam kedua undang-undang, kemudian mengidentifikasi perubahan-perubahan substansial dalam rumusan delik, unsur-unsur tindak pidana, sistem pertanggungjawaban pidana, dan ancaman sanksi, serta menganalisis implikasi yuridis dari perubahan tersebut terhadap sistem pemidanaan nasional dan harmonisasinya dengan standar internasional.(Soekanto, 2020)
3.  Hasil Penelitian dan Pembahasan 
A. Konstruksi Yuridis Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
Pengaturan tindak pidana pencucian uang di Indonesia mengalami transformasi fundamental sejalan dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menggantikan paradigma pengaturan sebelumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sebelum berlakunya kodifikasi hukum pidana nasional yang baru, konstruksi yuridis tindak pidana pencucian uang diatur secara komprehensif dalam regulasi khusus yang berdiri sendiri di luar sistem hukum pidana umum, dengan mekanisme pemidanaan yang memiliki karakteristik tersendiri sebagai bagian dari hukum pidana khusus (lex specialis). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 merumuskan tindak pidana pencucian uang dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 yang mengategorikan perbuatan pencucian uang menjadi tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif, dengan unsur-unsur delik yang mencakup perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Konstruksi yuridis dalam rezim Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menganut konsep predicate crime yang luas, mencakup semua jenis tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara empat tahun atau lebih.(Hartanto & Hidayat, 2021) Pendekatan kriminalisasi yang ekstensif ini mencerminkan upaya legislator untuk mengantisipasi berbagai bentuk kejahatan yang menghasilkan keuntungan ekonomi signifikan dan memerlukan proses pencucian untuk menyembunyikan asal-usul dana ilegal tersebut.(Korejo et al., 2021)
Karakteristik khusus dalam konstruksi yuridis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 terletak pada mekanisme pembuktian terbalik yang terbatas (limited reversal burden of proof) sebagaimana diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78, yang memberikan kewenangan kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari hasil tindak pidana. Mekanisme pembalikan beban pembuktian ini merupakan penyimpangan dari asas umum pembuktian dalam hukum pidana yang menempatkan beban pembuktian pada penuntut umum, namun dibenarkan mengingat karakteristik khusus kejahatan pencucian uang yang melibatkan kompleksitas transaksi keuangan dan kesulitan pembuktian aliran dana yang telah melalui berbagai lapisan penyamaran (layering). Sistem pembuktian terbalik terbatas ini memberikan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dengan perlindungan hak asasi terdakwa, dimana terdakwa memiliki kewajiban untuk membuktikan asal-usul harta kekayaannya, namun penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan unsur-unsur tindak pidana pencucian uang yang didakwakan.(Hartanto & Hidayat, 2021) Ancaman pidana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 juga menunjukkan keseriusan dalam pemberantasan pencucian uang, dengan ketentuan Pasal 3 mengancam pidana penjara paling lama dua puluh tahun dan denda paling banyak sepuluh miliar rupiah untuk tindak pidana pencucian uang aktif, sementara Pasal 5 mengancam pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak satu miliar rupiah untuk tindak pidana pencucian uang pasif. Diferensiasi ancaman pidana ini mencerminkan pembedaan tingkat keseriusan dan peran pelaku dalam skema pencucian uang, dimana pelaku aktif yang secara langsung melakukan perbuatan pencucian dianggap memiliki tingkat kesalahan yang lebih berat dibandingkan pelaku pasif yang hanya menerima atau menguasai hasil tindak pidana.(Riccardi & Reuter, 2024)
Transformasi konstruksi yuridis terjadi secara fundamental dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengintegrasikan pengaturan berbagai tindak pidana, termasuk pencucian uang, ke dalam kodifikasi hukum pidana nasional. Dalam KUHP baru, pengaturan tindak pidana pencucian uang mengalami reposisi dari hukum pidana khusus yang berdiri sendiri menjadi bagian integral dari sistem hukum pidana umum, meskipun tetap mempertahankan karakteristik khususnya sebagai kejahatan yang bersifat sui generis. Pasal 604 KUHP Tahun 2023 merumuskan tindak pidana pencucian uang dengan konstruksi yuridis yang lebih sistematis dan terstruktur, mengatur bahwa setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut, dipidana karena tindak pidana pencucian uang. Rumusan delik ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam konstruksi unsur-unsur tindak pidana, dimana unsur subjektif berupa pengetahuan atau dugaan tentang asal-usul dana serta tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan menjadi elemen kunci yang harus dibuktikan.(Benson & Bociga, 2024) Perbedaan mendasar dengan konstruksi sebelumnya terletak pada penekanan terhadap unsur kesengajaan (mens rea) yang lebih eksplisit dalam rumusan pasal, yang memerlukan pembuktian bahwa pelaku mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari kejahatan dan memiliki tujuan spesifik untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usulnya.(Kramer et al., 2024)
Perubahan konstruksi yuridis juga terlihat dalam pengaturan tentang kejahatan asal (predicate offenses) yang menjadi sumber harta kekayaan yang dicuci, dimana KUHP Tahun 2023 mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel dengan tidak merinci secara limitatif jenis-jenis tindak pidana asal, melainkan menggunakan kriteria umum bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari hasil tindak pidana. Pendekatan ini memberikan ruang interpretasi yang lebih luas bagi penegak hukum untuk mengidentifikasi berbagai bentuk kejahatan yang dapat menjadi sumber dana yang dicuci, termasuk kejahatan-kejahatan baru yang muncul seiring perkembangan teknologi dan globalisasi ekonomi. Dalam konteks sistem pertanggungjawaban pidana, KUHP Tahun 2023 mengintegrasikan tindak pidana pencucian uang ke dalam kerangka asas-asas umum hukum pidana yang diatur dalam Buku I, termasuk asas legalitas, asas kesalahan, asas pertanggungjawaban pidana, serta ketentuan tentang percobaan, penyertaan, dan gabungan tindak pidana. Integrasi ini membawa konsekuensi yuridis bahwa penerapan ketentuan tentang pencucian uang harus memperhatikan asas-asas fundamental hukum pidana modern, termasuk prinsip nullum crimen sine lege yang mensyaratkan adanya kepastian hukum dalam rumusan delik.(Suartha et al., 2022) Sistem pemidanaan dalam KUHP Tahun 2023 juga mengalami perubahan dengan diperkenalkannya jenis-jenis pidana baru seperti pidana pengawasan dan pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana penjara, yang memberikan fleksibilitas kepada hakim dalam menjatuhkan pidana yang proporsional dengan tingkat kesalahan dan bahaya pelaku.(Nyreröd et al., 2023)
Aspek penting lainnya dalam transformasi konstruksi yuridis adalah harmonisasi antara ketentuan dalam KUHP Tahun 2023 dengan undang-undang khusus yang masih berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 2 KUHP Tahun 2023 mengatur bahwa ketentuan dalam undang-undang khusus tetap berlaku sepanjang undang-undang tersebut tidak dicabut atau diubah, yang menimbulkan pertanyaan tentang hubungan antara ketentuan pencucian uang dalam KUHP dengan pengaturan dalam undang-undang khusus. Dalam praktik penegakan hukum, penafsiran terhadap hubungan antara kedua regulasi ini akan menentukan ketentuan mana yang harus diterapkan dalam kasus-kasus konkret pencucian uang. Berdasarkan asas lex specialis derogat legi generali, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang bersifat khusus seharusnya tetap diutamakan dalam penerapannya, namun ketentuan umum dalam KUHP Tahun 2023 dapat menjadi pelengkap atau pengisi kekosongan hukum yang tidak diatur secara spesifik dalam undang-undang khusus. Kompleksitas hubungan antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus ini menuntut kehati-hatian dari para penegak hukum dalam melakukan subsumsi fakta hukum ke dalam norma hukum yang tepat.(Langdale, 2022) Dari perspektif kebijakan kriminal, transformasi konstruksi yuridis ini mencerminkan upaya untuk menciptakan sistem hukum pidana yang lebih terintegrasi dan koheren, dimana berbagai jenis kejahatan diatur dalam satu kodifikasi yang memiliki asas-asas umum yang sama, namun tetap mengakomodasi kekhususan masing-masing jenis kejahatan melalui rumusan delik yang spesifik.(Gerbrands et al., 2022)


B. Implikasi Yuridis Reposisi Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Kodifikasi Hukum Pidana Nasional terhadap Efektivitas Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi
Reposisi tindak pidana pencucian uang dari regulasi khusus yang berdiri sendiri ke dalam kodifikasi hukum pidana nasional membawa implikasi yuridis yang signifikan terhadap efektivitas penegakan hukum dan mekanisme perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Implikasi pertama yang mengemuka adalah terkait dengan kepastian hukum dalam penerapan ketentuan pidana, dimana integrasi pencucian uang ke dalam KUHP menciptakan kerangka normatif yang lebih sistematis namun sekaligus menimbulkan potensi tumpang tindih dengan regulasi khusus yang masih berlaku. Dalam praktik penegakan hukum, penyidik, penuntut umum, dan hakim menghadapi dilema yuridis dalam menentukan ketentuan mana yang harus diterapkan ketika berhadapan dengan kasus pencucian uang, apakah menggunakan ketentuan dalam KUHP Tahun 2023 ataukah tetap menerapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang memiliki mekanisme khusus seperti pembuktian terbalik dan kewenangan khusus bagi penyidik. Ketidakpastian ini dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum, terutama dalam tahap penyidikan dan penuntutan dimana pemilihan dasar hukum yang tepat akan menentukan mekanisme pembuktian yang digunakan serta kewenangan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum. Dari perspektif perlindungan hak asasi, reposisi ini membawa implikasi terhadap jaminan hak-hak prosedural terdakwa, khususnya terkait dengan asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) dan hak untuk tidak memberatkan diri sendiri (non-self incrimination) yang merupakan prinsip fundamental dalam sistem peradilan pidana modern.(Suartha et al., 2022) Penerapan mekanisme pembuktian terbalik yang diatur dalam undang-undang khusus berpotensi berbenturan dengan asas-asas umum dalam KUHP yang menempatkan beban pembuktian sepenuhnya pada penuntut umum, sehingga memerlukan harmonisasi interpretasi agar tidak menimbulkan ketidakadilan dalam proses peradilan.(Hartanto & Hidayat, 2021)
Implikasi selanjutnya berkaitan dengan efektivitas deteksi dan pencegahan tindak pidana pencucian uang dalam konteks sistem keuangan modern yang semakin kompleks dan terdigitalisasi. Reposisi pencucian uang ke dalam kodifikasi hukum pidana nasional mengharuskan adanya sinkronisasi antara ketentuan pidana materiil dengan mekanisme pencegahan yang melibatkan berbagai lembaga keuangan dan profesi penunjang, termasuk perbankan, pasar modal, asuransi, notaris, advokat, dan akuntan publik. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 telah mengatur kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan (suspicious transaction report) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai bagian dari sistem deteksi dini pencucian uang, namun ketentuan ini perlu diselaraskan dengan kerangka pemidanaan dalam KUHP Tahun 2023 agar tercipta sinergi antara aspek preventif dan represif. Efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada kemampuan sistem untuk mendeteksi transaksi yang mencurigakan dan mengidentifikasi pola-pola pencucian uang yang semakin canggih, termasuk penggunaan shell companies, nominee arrangements, dan berbagai skema keuangan kompleks yang dirancang untuk menyembunyikan identitas pemilik manfaat (beneficial owner) dan asal-usul dana.(Benson & Bociga, 2024) Dalam konteks ini, kewenangan PPATK sebagai lembaga yang memiliki akses terhadap informasi transaksi keuangan menjadi krusial dalam mendukung proses penyidikan dan penuntutan, namun koordinasi antara PPATK dengan aparat penegak hukum perlu diperkuat melalui mekanisme pertukaran informasi yang efektif dan tunduk pada prinsip-prinsip perlindungan data pribadi.(Kramer et al., 2024)
Dari perspektif penegakan hukum, reposisi tindak pidana pencucian uang membawa implikasi terhadap strategi investigasi dan teknik pembuktian yang digunakan oleh penyidik. Prinsip follow the money yang menjadi pendekatan utama dalam mengungkap jaringan pencucian uang memerlukan keahlian khusus dalam bidang forensik keuangan dan analisis transaksi, yang tidak selalu dimiliki oleh penyidik konvensional. Integrasi pencucian uang ke dalam KUHP mengharuskan penyidik untuk memiliki pemahaman yang komprehensif tentang asas-asas umum hukum pidana, sekaligus menguasai teknik-teknik investigasi khusus yang relevan dengan kejahatan keuangan, termasuk kemampuan untuk melacak aliran dana melalui berbagai yurisdiksi dan sistem keuangan yang berbeda. Kompleksitas ini menuntut adanya spesialisasi dan profesionalisasi penyidik tindak pidana pencucian uang, yang dilengkapi dengan kewenangan khusus seperti akses terhadap informasi perbankan, kewenangan untuk memblokir rekening, dan kemampuan untuk melakukan kerjasama internasional dalam pertukaran informasi dan bantuan hukum timbal balik (mutual legal assistance). Efektivitas penegakan hukum juga ditentukan oleh kemampuan untuk merampas dan menyita hasil kejahatan (asset recovery), yang merupakan tujuan utama dari pemberantasan pencucian uang selain pemidanaan terhadap pelaku.(Nyreröd et al., 2023) Mekanisme perampasan aset dalam sistem hukum Indonesia mengadopsi pendekatan conviction based confiscation yang mensyaratkan adanya putusan pemidanaan sebelum aset dapat dirampas, namun terdapat diskusi tentang kemungkinan mengadopsi sistem non-conviction based confiscation yang memungkinkan perampasan aset tanpa harus melalui proses pemidanaan terlebih dahulu, sebagaimana dipraktikkan di berbagai yurisdiksi internasional.(Riccardi & Reuter, 2024)
Implikasi terhadap perlindungan hak asasi manusia juga mencakup aspek proporsionalitas pemidanaan dan jaminan terhadap prinsip ne bis in idem yang melarang pemidanaan ganda terhadap perbuatan yang sama. Dalam kasus-kasus dimana pelaku melakukan tindak pidana asal sekaligus melakukan pencucian terhadap hasil kejahatannya, timbul pertanyaan yuridis apakah pemidanaan terhadap kedua tindak pidana tersebut merupakan pemidanaan ganda yang dilarang ataukah merupakan gabungan tindak pidana (concursus) yang dapat dipidana secara terpisah. KUHP Tahun 2023 mengatur ketentuan tentang gabungan tindak pidana dalam Pasal 64 yang membedakan antara gabungan sejenis (concursus idealis) dan gabungan tidak sejenis (concursus realis), dimana dalam kasus pencucian uang yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana asal dapat dikategorikan sebagai gabungan tidak sejenis yang memungkinkan penjatuhan pidana secara kumulatif. Namun demikian, penerapan ketentuan ini harus memperhatikan prinsip proporsionalitas dan keadilan, dimana pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan tingkat kesalahan dan bahaya yang ditimbulkan oleh pelaku, serta tidak boleh melampaui batas maksimum yang ditentukan dalam undang-undang.(Suartha et al., 2022) Jaminan terhadap hak untuk mendapatkan peradilan yang adil (fair trial) juga menjadi implikasi penting dari reposisi pencucian uang, termasuk hak untuk didampingi penasihat hukum, hak untuk menghadirkan dan memeriksa saksi, hak untuk mendapatkan putusan yang beralasan (reasoned decision), serta hak untuk mengajukan upaya hukum terhadap putusan yang merugikan.(Hartanto & Hidayat, 2021)
Reposisi tindak pidana pencucian uang juga membawa implikasi terhadap koordinasi kelembagaan dalam sistem penegakan hukum, dimana berbagai lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), PPATK, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan lembaga penegak hukum lainnya memiliki kewenangan yang bersinggungan dalam penanganan kasus pencucian uang. Ketiadaan mekanisme koordinasi yang efektif dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan, konflik horizontal antar lembaga, dan inefisiensi dalam penggunaan sumber daya penegakan hukum. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pengaturan yang jelas tentang pembagian kewenangan dan mekanisme koordinasi antar lembaga, termasuk penetapan lembaga mana yang berwenang melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus pencucian uang yang kompleks dan melibatkan berbagai yurisdiksi. Dalam konteks internasional, efektivitas penegakan hukum terhadap pencucian uang juga ditentukan oleh kemampuan Indonesia untuk melakukan kerjasama dengan negara-negara lain dalam pertukaran informasi, ekstradisi pelaku, dan perampasan aset yang berada di luar negeri.(Langdale, 2022) Ratifikasi berbagai konvensi internasional seperti United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Palermo) dan United Nations Convention Against Corruption (Konvensi Anti Korupsi) telah memberikan dasar hukum bagi kerjasama internasional tersebut, namun implementasinya memerlukan harmonisasi dengan ketentuan hukum nasional termasuk dengan KUHP Tahun 2023.(Korejo et al., 2021) Dari perspektif perlindungan korban, reposisi pencucian uang juga membawa implikasi terhadap mekanisme kompensasi dan restitusi bagi korban kejahatan asal yang mengalami kerugian akibat tindak pidana yang menghasilkan dana yang kemudian dicuci, dimana hasil perampasan aset pencucian uang seharusnya dapat digunakan untuk memberikan kompensasi kepada korban sebagai bentuk pemulihan keadilan (restorative justice).(Gerbrands et al., 2022)
C. Harmonisasi Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan Standar Internasional Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang
Harmonisasi pengaturan tindak pidana pencucian uang dalam sistem hukum nasional dengan standar internasional merupakan keniscayaan mengingat karakteristik kejahatan ini yang bersifat transnasional dan melintasi berbagai yurisdiksi. Kerangka normatif internasional dalam pencegahan dan pemberantasan pencucian uang terutama didasarkan pada rekomendasi yang dikeluarkan oleh Financial Action Task Force (FATF), yang merupakan badan antar-pemerintah yang dibentuk untuk mengembangkan dan mempromosikan kebijakan pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme. FATF mengeluarkan empat puluh rekomendasi (Forty Recommendations) yang menjadi standar global dalam rezim anti pencucian uang, mencakup aspek kriminalisasi, tindakan pencegahan oleh lembaga keuangan, kewenangan dan tanggung jawab otoritas yang kompeten, transparansi dan kepemilikan manfaat (beneficial ownership), serta kerjasama internasional. Indonesia sebagai anggota FATF dan Asia Pacific Group on Money Laundering (APG) memiliki komitmen untuk mengimplementasikan rekomendasi tersebut dalam sistem hukum nasional, yang mensyaratkan adanya penyesuaian regulasi domestik agar sejalan dengan standar internasional.(Korejo et al., 2021) Dalam konteks KUHP Tahun 2023, harmonisasi dengan standar FATF dapat dilihat dari beberapa aspek fundamental, termasuk ruang lingkup kriminalisasi pencucian uang, pengaturan tentang kejahatan asal (predicate offenses), mekanisme identifikasi dan verifikasi pelanggan (customer due diligence), serta sistem pelaporan transaksi keuangan mencurigakan (suspicious transaction reporting).(Nyreröd et al., 2023)
Aspek pertama dari harmonisasi adalah terkait dengan ruang lingkup kriminalisasi pencucian uang, dimana Rekomendasi 3 FATF mensyaratkan bahwa negara-negara harus mengkriminalisasi pencucian uang berdasarkan Konvensi Wina tahun 1988 dan Konvensi Palermo tahun 2000. Kriminalisasi harus mencakup semua perbuatan serius (serious offenses) yang menghasilkan hasil kejahatan, dengan pendekatan yang dapat menggunakan metode daftar kejahatan (list approach), metode ambang batas (threshold approach) berdasarkan kategori kejahatan serius yang diancam dengan pidana tertentu, atau kombinasi keduanya. KUHP Tahun 2023 mengadopsi pendekatan yang fleksibel dengan tidak membatasi secara limitatif jenis kejahatan asal, namun menggunakan kriteria umum bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari hasil tindak pidana, yang sejalan dengan pendekatan ambang batas dalam rekomendasi FATF. Namun demikian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang masih berlaku menggunakan pendekatan kombinasi dengan merinci jenis-jenis kejahatan tertentu ditambah dengan kriteria tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara empat tahun atau lebih, yang juga sesuai dengan standar FATF. Harmonisasi antara kedua pendekatan ini perlu dijaga agar tidak menimbulkan inkonsistensi dalam praktik penegakan hukum (Riccardi & Reuter, 2024). Rekomendasi FATF juga mensyaratkan bahwa kriminalisasi pencucian uang harus mencakup baik pelaku yang melakukan kejahatan asal (self-laundering) maupun pihak ketiga yang membantu pencucian hasil kejahatan orang lain, yang telah diakomodasi dalam ketentuan KUHP Tahun 2023 maupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.(Benson & Bociga, 2024).
Aspek kedua dari harmonisasi berkaitan dengan prinsip transparansi dan identifikasi pemilik manfaat (beneficial ownership), yang merupakan elemen krusial dalam pencegahan pencucian uang. Rekomendasi 24 dan 25 FATF mensyaratkan bahwa negara harus memastikan adanya informasi yang memadai, akurat, dan terkini tentang kepemilikan manfaat dan pengendalian badan hukum dan konstruksi hukum (legal arrangements), serta informasi tersebut harus dapat diakses oleh otoritas yang berwenang secara tepat waktu. Dalam praktik pencucian uang, pelaku seringkali menggunakan struktur korporasi yang kompleks, termasuk shell companies, nominee shareholders, dan berbagai lapisan kepemilikan untuk menyembunyikan identitas sebenarnya dari pemilik manfaat. Pengaturan tentang transparansi kepemilikan dalam sistem hukum Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan ketersediaan informasi yang akurat tentang pemilik manfaat dan mekanisme verifikasi yang efektif. KUHP Tahun 2023 perlu dilengkapi dengan regulasi pendukung yang mengatur kewajiban badan hukum untuk mengungkapkan informasi tentang pemilik manfaatnya, serta memberikan akses kepada otoritas penegak hukum dan lembaga keuangan untuk memverifikasi informasi tersebut.(Kramer et al., 2024) Harmonisasi dalam aspek ini juga mencakup pengaturan tentang penyedia jasa korporasi dan perwalian (trust and company service providers) yang memiliki peran penting dalam pembentukan dan pengelolaan struktur hukum yang dapat disalahgunakan untuk tujuan pencucian uang, dimana FATF mensyaratkan adanya lisensi atau registrasi serta kewajiban untuk menerapkan tindakan uji tuntas pelanggan (customer due diligence).(Langdale, 2022)
Aspek ketiga dari harmonisasi berkaitan dengan peran profesi dan bisnis tertentu yang rentan terhadap penyalahgunaan untuk pencucian uang, yang dalam terminologi FATF disebut sebagai Designated Non-Financial Businesses and Professions (DNFBPs). Rekomendasi 22 FATF mensyaratkan bahwa kasino, agen real estat, pedagang logam mulia dan batu mulia, pengacara, notaris, akuntan, dan penyedia jasa korporasi harus tunduk pada kewajiban anti pencucian uang yang sama dengan lembaga keuangan, termasuk kewajiban untuk mengidentifikasi dan memverifikasi identitas pelanggan, melakukan pemantauan berkelanjutan terhadap hubungan bisnis, dan melaporkan transaksi yang mencurigakan. Dalam konteks Indonesia, profesi-profesi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 sebagai pihak pelapor yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan kepada PPATK, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan terkait dengan kepatuhan dan efektivitas pelaporan. Harmonisasi dengan standar FATF memerlukan penguatan mekanisme pengawasan terhadap DNFBPs, termasuk pembentukan badan pengawas (supervisory body) yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, memberikan sanksi administratif, dan memastikan kepatuhan terhadap kewajiban anti pencucian uang.(Gerbrands et al., 2022) Khusus untuk profesi hukum seperti pengacara dan notaris, implementasi kewajiban pelaporan menghadapi dilema dengan prinsip kerahasiaan hubungan antara klien dan penasihat hukum (legal professional privilege), yang memerlukan keseimbangan antara kepentingan pemberantasan pencucian uang dengan perlindungan hak klien untuk mendapatkan nasihat hukum yang rahasia.(Benson & Bociga, 2024)
Aspek keempat dari harmonisasi berkaitan dengan kerjasama internasional dalam pemberantasan pencucian uang, yang mencakup pertukaran informasi, bantuan hukum timbal balik (mutual legal assistance), ekstradisi, dan perampasan aset lintas batas. Rekomendasi 36 hingga 40 FATF mengatur berbagai aspek kerjasama internasional yang harus difasilitasi oleh negara-negara, termasuk kewajiban untuk memberikan bantuan yang luas dalam investigasi, penuntutan, dan proses terkait dengan pencucian uang dan kejahatan asal, tanpa terhambat oleh persyaratan yang terlalu ketat seperti prinsip kriminalisasi ganda (dual criminality) untuk tindakan-tindakan yang tidak bersifat paksaan. Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi internasional yang menjadi dasar bagi kerjasama dalam pemberantasan pencucian uang, termasuk United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988 (Konvensi Wina), United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000 (Konvensi Palermo), dan United Nations Convention Against Corruption 2003 (Konvensi Anti Korupsi), yang mewajibkan Indonesia untuk menyediakan mekanisme kerjasama internasional yang efektif.(Korejo et al., 2021) KUHP Tahun 2023 perlu diselaraskan dengan kewajiban-kewajiban internasional tersebut, terutama terkait dengan ketentuan tentang ekstradisi yang diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 11, serta ketentuan tentang penyerahan narapidana yang diatur dalam Pasal 117.(Nyreröd et al., 2023)
Evaluasi terhadap tingkat harmonisasi pengaturan pencucian uang di Indonesia dengan standar FATF dapat dilihat dari hasil Mutual Evaluation Report yang dilakukan oleh APG, yang mengidentifikasi berbagai area yang memerlukan perbaikan. Dalam evaluasi yang dilakukan pada tahun 2018, Indonesia menunjukkan kemajuan signifikan dalam aspek kriminalisasi dan sistem pencegahan, namun masih terdapat kelemahan dalam hal efektivitas penegakan hukum, perampasan aset, dan pengawasan terhadap sektor non-keuangan. Harmonisasi tidak hanya mencakup aspek legislatif berupa penyesuaian peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup aspek implementatif berupa efektivitas sistem dalam mencegah dan memberantas pencucian uang secara nyata. Pendekatan berbasis risiko (risk-based approach) yang dipromosikan oleh FATF mensyaratkan bahwa lembaga keuangan dan otoritas pengawas harus mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko pencucian uang yang dihadapi, serta mengambil tindakan mitigasi yang proporsional dengan risiko tersebut.(Riccardi & Reuter, 2024) Implementasi pendekatan berbasis risiko memerlukan kapasitas analitik yang kuat, sistem informasi yang terintegrasi, serta koordinasi yang efektif antara berbagai pemangku kepentingan dalam rezim anti pencucian uang.(Kramer et al., 2024) Harmonisasi juga mencakup aspek kelembagaan, dimana FATF mensyaratkan adanya Financial Intelligence Unit (FIU) yang efektif sebagai lembaga sentral yang menerima, menganalisis, dan menyebarluaskan informasi intelijen keuangan kepada otoritas penegak hukum, yang dalam konteks Indonesia dilaksanakan oleh PPATK dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.(Hartanto & Hidayat, 2021) Keseluruhan upaya harmonisasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem hukum Indonesia mampu menghadapi tantangan pencucian uang dalam konteks global yang semakin kompleks, dengan tetap menghormati prinsip-prinsip kedaulatan nasional dan karakteristik sistem hukum Indonesia.
4.  Penutup
Penelitian ini menghasilkan tiga temuan fundamental terkait reposisi tindak pidana pencucian uang dalam sistem pemidanaan nasional. Pertama, konstruksi yuridis pengaturan pencucian uang mengalami transformasi signifikan dari rezim hukum pidana khusus dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menuju integrasi kodifikasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dengan perubahan mendasar pada rumusan delik, unsur subjektif, dan mekanisme pertanggungjawaban pidana yang lebih menekankan aspek kesengajaan pelaku. Kedua, reposisi ini membawa implikasi yuridis kompleks terhadap efektivitas penegakan hukum melalui potensi tumpang tindih normatif antara regulasi umum dan khusus, serta menimbulkan tantangan dalam harmonisasi mekanisme pembuktian terbalik dengan asas praduga tidak bersalah yang dijamin dalam sistem peradilan pidana modern. Ketiga, harmonisasi dengan standar internasional Financial Action Task Force menunjukkan kesesuaian dalam aspek kriminalisasi dan cakupan predicate offenses, namun memerlukan penguatan implementatif pada transparansi kepemilikan manfaat, pengawasan profesi penunjang, dan efektivitas kerjasama internasional untuk mencapai rezim anti pencucian uang yang komprehensif sesuai rekomendasi global.
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